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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah mengikuti ketentuan dalam 
undang-undang di bidang keuangan daerah yaitu Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, 
peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 pedoman pengelolaan 
keuangan daerah dan perubahannya yaitu pemendagri nomor 59 tahun 2007 dan 
pemendagri nomor 21 tahun 2011 mengenai pedoman pengelolaan keuangan 
daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan anggaran daerah. Penyajian laporan 
keuangan pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 
Sebagaimana dinyatakan dalam PP No.56 tahun 2005 pasal 1 angka 15, 
Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang 
mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan 
keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada 
masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, 
pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. 
Berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No. 71 tentang Stardar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) tertanggal 22 Oktober 2010, Pernyataan Standar Akuntansi 
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Pemerintah (PSAP) No. 01 tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan 
umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik 
terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk 
tujuan umum adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan 
keputusan ekonomi, sosial dan politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. 
Pengguna laporan keuangan pemerintah adalah masyarakat, termasuk Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku 
lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor, lembaga 
pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan 
pinjaman, serta pemerintah pusat/ daerah. Oleh karena itu, laporan keuangan 
pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-
masing kelompok pengguna. 
Laporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi 
para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik 
keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Para pengguna laporan keuangan 
pemerintah meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga 
pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, 
pinjaman dan pemerintah. Akan tetapi, masing-masing pengguna laporan 
keuangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap laporan 
keuangan. Misalnya, masyarakat yang membutuhkan laporan keuangan 
pemerintah dalam rangka menilai akuntabilitas pemerintah terhadap pengelolaan 
uang negara/ daerah, wakil rakyat yang membutuhkan laporan keuangan dalam 
rangka menilai pelaksanaan anggaran oleh eksekutif, lembaga pemeriksa yang 
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membutuhkan laporan keuangan pemerintah dalam rangka menjalankan tugasnya 
sebagai auditor dan berbagai kebutuhan lainnya oleh pengguna yang berbeda. 
Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan pemerintah harus mampu memenuhi 
kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna laporan keuangan. 
Informasi laporan keuangan pemerintah harus memenuhi karakteristik 
kualitatif laporan keuangan diantaranya laporan keuangan harus dapat dipahami, 
andal, dapat dibandingkan dan relevan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 
71 Tahun 2010. Sekurang-kurangnya laporan keuangan pemerintah yang 
disampaikan meliputi Laporan Realisasi Anggaran yang menyajikan ikhtisar 
sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; Neraca, menggambarkan 
posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas; 
Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, 
perubahan kas dan setara kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan 
keuangan pemerintah ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan hasil 
laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas 
publik akan membangun terciptanya penyajian laporan keuangan pemerintah 
daerah yang komprehensif.  
Pemerintah daerah menyelenggarakan, mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah daerah terkait laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan 
kepada publik, data yang dimuat dalam sistem informasi keuangan pemerintah 
harus dapat diketahui, diakses dan diperoleh dengan mudah oleh masyarakat luas 
sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 
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Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik 
bahwa badan publik termasuk pemerintah daerah diwajibkan untuk membuka 
akses informasi kepada masyarakat melalui media umum. Ruang lingkup badan 
publik dalam undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif 
termasuk penyelenggara negara lainnya dan mencakup organisasi nonpemerintah 
baik itu yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Pada era 
teknologi komunikasi saat ini masyarakat dapat leluasa mendapatkan informasi 
yang diinginkan dengan mudah dan cepat, dengan keadaan tersebut tentunya 
pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat dengan memberikan 
informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan terkait laporan keuangan. 
Keterbukaan informasi ini memberi peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi 
sekaligus mendorong terciptanya pemerintahan yang baik. 
Fenomena yang terjadi pada perkembangan sektor publik di Indonesia 
adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan tata kelola pemerintahan 
yang baik dan menjadikan pemerintah harus kreatif dalam segala bidang. 
Kebanyakan pemerintah tidak ada yang memberikan penjelasan berkaitan dengan 
program yang mereka kerjakan. Dapat dilihat dari data-data yang ada di dalam 
website setiap pemerintahan di negeri ini, semuanya data lama dan tidak 
diperbaharui, hal ini sangat menyulitkan bagi pengguna laporan keuangan. Pada 
intinya pemerintah harus lebih bertanggungjawab atas segala program yang 
diselenggarakan dan dikerjakan. Penggunaan informasi keuangan daerah yang 
transparan dan akuntabel diharapkan mampu menjadi jawaban atas segala 
permasalahan yang terjadi pada pemerintahan. 
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Para pengguna laporan keuangan baik pihak eksternal maupun pihak 
internal diharapkan dapat memahami dan mengerti informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan agar lebih mudah dalam menerjemahkan apa yang 
terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan 
keuangan yang paham akan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan 
keuangan akan lebih mudah untuk menggunakan informasi yang ada dalam 
laporan keuangan maupun untuk melakukan analisis-analisis yang berhubungan 
dengan kinerja pemerintah daerah, apabila pengguna informasi laporan keuangan 
daerah tidak paham tentang laporan keuangan daerah, maka pengguna cenderung 
tidak akan menggunakan informasi keuangan daerah dengan maksimal 
  
 
Gambar 1.1 
Peringkat Keterbukaan Informasi Publik  
Kategori Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 201 
 
Grafik diatas merupakan peringkat penghargaan keterbukaan informasi 
badan publik terkait laporan keuangan daerah yang diselenggarakan oleh Komisi 
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Informasi Publik (KIP) tahun 2017. Dari jumlah 27 Kabupaten/ Kota yang 
berpartisipasi, Kota Sukabumi menempati peringkat ke 23 dengan jumlah nilai 
34.322  untuk tingkat keterbukaan informasi terkait laporan keuangan, artinya 
dalam hal transparansi laporan keuangan di Kota Sukabumi sangat buruk, hal ini 
mengakibatkan pada ketidakpercayaan publik yaitu pengguna informasi keuangan 
daerah atas kinerja pemerintah. Publik memiliki hak untuk mengetahui informasi 
keuangan, hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi 
konsep pertanggungjawaban publik.  
Kasus terkait tanggungjawab pemerintah untuk menginformasikan terkait 
laporan keuangan pemerintah perlu diawasi, masyarakat pengguna informasi 
laporan keuangan menemukan data penghapusan aset pemerintah kota Sukabumi 
dengan pihak lain dalam pemanfaatan aset tetap Pemkot Sukabumi berupa tanah 
dan bangunan serta pasar senilai Rp. 49,2 miliar tidak bermanfaat dan syarat 
dugaan korupsi sebesar Rp. 6,8 miliar. Masyarakat Kota Sukabumi mengecam 
atas segala bentuk korupsi keuangan dan aset daerah karena sangat merugikan 
rakyat. (Sumber: www.regional.kompas.com). 
Fenomena di atas menunjukkan bahwa tingkat transparansi dan 
akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan informasi keuangan daerah 
disebabkan oleh salah satu faktor yaitu, pemerintah Kota Sukabumi dalam 
menyajikan laporan keuangan nya tidak lengkap dan masih terdapat salah saji 
material juga lemahnya akuntabilitas yang mengakibatkan bocornya informasi 
terkait korupsi. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak akuntabel atas apa 
yang mereka kerjakan, tanggungjawab pemerintah untuk memberikan informasi 
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yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan penting untuk pengguna laporan 
keuangan dalam rangka memenuhi harapan pengguna informasi laporan 
keuangan. 
Menurut Fera Maydia Sari (2015) tanggungjawab pemerintah atas 
informasi keuangan daerah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan 
keuangan adalah syarat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. 
Kepercayaan publik atas kinerja pemerintah memberikan dasar pertimbangan 
keputusan politik, sosial dan ekonomi. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam 
melaksanakan amanat rakyat, untuk itu informasi keuangan membantu para 
pengguna laporan keuangan untuk mengetahui informasi-informasi terkait 
keuangan daerah. 
Menurut Sanjaya (2014) penggunaan informasi laporan keuangan daerah 
berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap 
akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh 
pemerintah daerah. Penggunaan informasi keuangan daerah penting dilakukan 
karena para pengguna dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan 
melakukan berbagai analisis, dengan mengetahui kondisi keuangan daerah, maka 
kecurangan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah dapat 
diminimalisir, setiap kegiatan pengelolaan keuangan daerah dapat terpantau dan 
diharapkan dapat disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam laporan 
keuangan daerah.   
8 
 
 
 
Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh 
penulis, diantaranya sebagai berikut: 
1. Fera Maydia Sari (2015). Meneliti tentang masalah transparansi dan 
akuntabilitas dalam kaitannya dengan penggunaan informasi keuangan daerah 
pada jurnal Universitas Riau yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan 
Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap 
Penggunaan Informasi Keuangan Daerah melalui pendekatan asosiatif. Salah 
satu penyebab dari tidak terwujudnya keterbukaan dan tanggungjawab 
pemerintah terkait informasi keuangan adalah isu rendahnya transparansi dan 
akuntabilitas dari adanya laporan audit BPK bahwa mayoritas laporan 
keuangan pemerintah di Indonesia masih mendapatkan penilaian buruk. 
Dengan kata lain hasil penelitian tersebut yaitu memberikan usulan pemikiran 
untuk meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas publik, seperti 
perlunya tanggungjawab pemerintah dalam memberikan informasi keuangan 
yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan daerah.  
2. Nurlaila Yuliani (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas dan Pengendalian 
Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil 
analisis dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian 
internal berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan. Sedangkan 
penyajian laporan keuangan  dan aksesibilitas tidak berpengaruh positif 
terhadap transparansi laporan keuangan daerah. Pemerintah daerah kabupaten 
Magelang khususnya sudah memenuhi karakteristik kualitatif yang 
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diperlukan dalam laporan keuangan dan sudah menerapkan pengendalian 
internal yang baik. Perbedaan penelitian oleh Nurlaila Yuliani dengan 
penelitian ini adalah penelitian ini tidak meneliti mengenai pengendalian 
internal. 
3. Peggy Sande (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penyajian 
Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang menyatakan bahwa salah 
satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara 
lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. 
Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan 
pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan 
bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya 
menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi 
pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal. Persamaan 
penelitian oleh Peggy Sande dengan penelitian ini adalah meneliti mengenai 
penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah, hanya 
berbeda pada variabel Y saja. 
4. Siska Yulia Defitri (2014) dalam jurnal yang berjudul Eksplorasi Kebutuhan 
Stakeholders Terhadap Informasi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Daerah. Penelitian ini mengidentifikasikan jenis informasi yang seharusnya 
disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan yang 
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dibutuhkan oleh stakeholder, hal ini terbukti dari hasil pengujian hipotesis 1 
yaitu informasi kondisi keuangan, kondisi ekonomi, kepatuhan terhadap 
aturan, kinerja, perencanaan dan penganggaran serta informasi naratif 
dibutuhkan dan penting bagi stakeholder dalam pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. Dari semua informasi yang disampaikan informasi 
kondisi keuangan pemerintah daerah merupakan informasi utama yang 
dibutuhkan oleh stakeholder untuk melihat lancarnya program perencanaan 
dan kegiatan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian oleh penulis dengan 
penelitian oleh Siska Yulia Defitri adalah variabel X mengenai Eksplorasi 
kebutuhan Stakeholder sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti 
mengenai informasi pelaporan keuangan daerah. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 
topik tentang pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan 
keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah penting untuk 
diteliti mengingat bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap laporan 
keuangannya yang diindikasikan melalui seberapa pentingnya penggunaan 
informasi keuangan daerah tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap 
kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian 
laporan keuangan secara lengkap dan mudah diakses oleh publik, maka penulis 
tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan 
Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan 
Informasi Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota 
Sukabumi)”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 
1. Adanya tuntutan pemerintahan efektif yang tercermin dalam tata kelola 
pemerintahan yang baik terus bergulir. 
2. Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk. 
3. Penggunaan informasi keuangan daerah yang baik, transparan dan 
akuntabel diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai 
permasalahan akut pemerintah dan sebagai bentuk pertanggung 
jawabannya kepada publik. 
4. Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas 
informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk 
masyarakat luas. 
 
1.3 Rumusan Masalah 
Menurut Sugiyono (2017:35) Rumusan masalah merupakan suatu 
pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang 
akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah? 
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap 
penggunaan informasi keuangan daerah? 
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3. Apakah penyajian laporan keuangan keuangan daerah dan aksesibilitas 
keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap penggunaan 
informasi keuangan daerah? 
 
1.4 Tujuan Penelitian 
Studi ini mengambil dasar dari akuntansi sektor publik pada sub studi 
keuangan daerah, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengungkapan 
laporan keuangan dan aksesibilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tujuan 
penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah 
terhadap upaya penggunaan informasi keuangan daerah. 
2. Untuk mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah 
terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. 
3. Untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan 
aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi 
keuangan daerah. 
 
1.5 Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis  
1. Bagi penulis  
Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta 
pengembangan teori-teori yang diperoleh. 
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b. Kegunaan Praktis  
1. Pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan 
koreksi dalam pertanggungjawaban penyusunan dan pengelolaan 
laporan keuangan dan pertanggungjawaban kinerja laporan keuangan. 
2. Untuk DPRD sebagai pengguna utama laporan keuangan agar lebih 
berhati-hati dalam hal mengawasi dan menilai pengelolaan sumber 
daya dan kinerja pemerintah secara lebih baik.  
3. Bagi masyarakat sebagai stakeholder eksternal, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat membantu mendeteksi tingkat transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendorong agar lebih 
berpartisipasi dalam mengawasi serta mendorong peningkatan kinerja 
pemerintah daerah. 
4. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
tambahan literatur dalam perkembangan ilmu akuntansi berkaitan 
dengan pengelolaan laporan keuangan daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
